


i . Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5494); 

I . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4583); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 

2016 tan tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Subang Tahun 2018 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Subang. 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Subang. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Subang. 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kurati f maupun rehabilitatif yang dialkukan pemerintah, 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

un tuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

di wilayah kerjanya. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah. 

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada organisasi 

Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 

kegiatannnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memamjukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

12. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD 

adalah dokumen (lima) tahunan yang memuat rencana pengembangan 

layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan 

dan rencana keuangan. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA, adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan Puskesmas yang merupakan penjabaran dan rencana kerja 

pemerintah daerah dan rencana strategi Puskesmas dalam satu tahun 

anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang 

berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA 

BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi 

arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan 

dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 



16. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung 
jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri dari atas 
pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya 
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang 
bersangkutan. 

17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD 
yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung 
seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. 

18. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan 
entitas akutansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS BLUD 

Pasal 2 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akanmenerapkan 

BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memuat: 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategis dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 3 

(1) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD harus berpedoman 

pada rencana strategis. 

(2) Pelaksanaan Rencana Strategis, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, 

efisiensi, efektifitas, produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang 

sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan. 

(3) Implementasi Rencana Strategis BLUD dilakukan dengan 

memperhatikan fleksibilitas pada PPK-BLUD. 

Pasal 4 

Rencana Strategis BLUD dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan 

dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 

dan evaluasi kinerja. 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal . 5 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

Ditetapkan di Subang 

pada tanggal, 4\ Rftgtfgfctr 20% 

Diundangkan di Subang 

pada t a ^ g g a i , ^ Tk&W&tT 3»\f 

SESRK^RTS^lMfiSAH KABUPATEN SUBANG, 

BERITA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMORV 108 


